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TAHUN 2008-2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,
bahwa dengan ditetapkannya Oanun Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Aceh Nomor 2 Tahun2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana BagiHasil Minyak dan Gas Bumi dan Pengunaan Dana OtonomiKhusus, terjadi perubahan dalam pengalokasian dana otonomikhusus :

bahwa untuk terwujudnya perencanaan, penganggaran danpelaksanaan dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Acehyang berlaku sampai dengan tahun 2027, perlu dilakukanperubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi KhususAceh Tahun 2008-2027:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanGubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurAceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana IndukPemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan PembentukanPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1103):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286|:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

71. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871):N

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6056):

|

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

14.Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas OGanun Aceh Nomor 1

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran
Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
70),
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15. Oanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun
2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62),

16.Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan GasBumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang TataCara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (LembaranAceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
85):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMIKHUSUS ACEH TAHUN 2008 - 2027.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi
Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015
Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Oktokar 2018
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15.Oanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana TataRuang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62):16.Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata CaraPengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan GasBumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh DarussalamNomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang TataCara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak danGas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (LembaranAceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor85):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2015TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMIKHUSUS ACEH TAHUN 2008 - 2027.
Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana OtonomiKhusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini.
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2018
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BAB V
PENUTUP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkanbahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untukmembiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan,sosial dan kesehatan.

Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus 2008-2027 ini merupakan landasanuntuk penyusunan program dan kegiatan yang didanai dengan Dana Otonomi Khusus, danaOtonomi Khusus Aceh akan berakhir sampai dengan tahun 2027, untuk memaksimalkanpemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh, maka perlu dilakukan perubahan terhadapPeraturan Gubernur Aceh Nomer 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk PemanfaatanDana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027.
Untuk terwujudnya pembangunan Aceh yang menyeluruh tentunya tidak terlepas oleh sikap,tekad yang kuat, semangat keinginan untuk maju dan disiplin dari Satuan Kerja PerangkatAceh (SKPA) dan juga dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga hasil

. pembangunan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh.
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